BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, agile governance dalam pelayanan

pembayaran pajak melalui E-Satria di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(BPPD) Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan keenam prinsip tata kelola

pemerintahan yang gesit dan cepat. Kesimpulan tersebut dapat dirumuskan

berdasarkan analisis terhadap sejumlah komponen Good Enough Governance,

Business-driven, Human Focused, Based On Quick Wins, Systematic and Adaptive

Approach, Simple Design and Continous Refinement.

1.

Dalam prinsip Good Enough Governance tingkat tata kelola pemerintahan
yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung dalam hal pelayanan publik
terkait wajib pajak melalui E-Satria telah mencapai kesesuaian dengan apa
yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan sistem pelayanan
pajak daerah dan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
Dalam prinsip Business-driven, pengembangan produk pelayanan publik
BPPD Kota Bandung melalui aplikasi E-Satria telah didasari oleh
kebutuhan masyarakat dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi perihal
pelayanan wajib pajak.

Dalam prinsip Human Focused, BPPD Kota Bandung sebagai
penyelenggara E-Satria melibatkan setiap unit pegawainya dalam

menyampaikan ide-ide terkait pengembangan pelayanan serta melibatkan
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masyarakat sebagai pengguna layanan perihal penyampaian kritik dan
saran dalam penyelenggaraan E-Satria.

4. Dalam prinsip Based On Quick Wins, keberhasilan BPPD Kota Bandung
dalam pembuatan aplikasi E-Satria menjadi motivasi berkelanjutan dalam
mendorong peningkatan pelayanan publik sebagai wujud reformasi
birokrasi.

5. Dalam prinsip Systematic and Adaptive Approach, BPPD Kota Bandung
mampu menyesuaikan dengan faktor-faktor baru yang timbul dari
perkembangan lingkungan dan kebutuhan yang telah ada.

6. Dalam prinsip Simple Design and Continous Refinement, BPPD Kota
Bandung memberikan hasil yang cepat dalam pengembangan dan
pengelolaan aplikasi E-Satria. BPPD Kota Bandung pun mampu
mengadopsi desain sederhana melakukan perbaikan dalam setiap
pengembangan E-Satria.

Meskipun E-Satria telah memenuhi karakteristik agile governance masih
terdapat kendala teknis seperti yaitu internet yang terkadang masih terdapat
gangguan. Selain itu jumlah wajib pajak yang terus bertambah memerlukan
perhatian lebih serius bagi BPPD agar bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Selain
itu, monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin agar jika terjadi kendala

dapat langsung diselesaikan untuk keberhasilan program itu sendiri.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian Analisis Agile Governance Dalam Pelayanan
Pembayaran Pajak Melalui E-Satria di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(BPPD) Kota Bandung, peneliti memberikan saran yaitu :
1. BPPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem E-Satria dan
memastikan jaringan dan sistem berjalan dengan baik setiap saat.
2. BPPD harus membuat monitoring dan evaluasi yang dilakukan

secara rutin untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada.
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